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KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI GARUT 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 

Nomor: 192/ITG/A.1/A/X/2021 

 

Tentang: 

 

PEDOMAN KERJASAMA 

INSTITUT TEKNOLOGI GARUT 

 

 

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI GARUT 

 
Menimbang  : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengingat  : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Bahwa dalam rangka pengembangan kelembagaan, Institut 

Teknologi Garut perlu untuk memperluas jaringan kerjasama 

dengan berbagai institusi maupun individu baik pada level 

nasional maupun internasional 

2. Bahwa dalam rangka pelaksanaan program-program 

kerjasama sebagaimana tersebut pada butir (1), diperlukan 

pedoman yang menjadi acuan untuk menata, memperbaiki 

mekanisme, sekaligus rujukan rintisan, pelaksanaan dan 

evaluasi kerjasama. 

3. Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada butir (1) 

dan (2) tersebut, perlu dikeluarkan surat keputusan tentang 

pedoman kerjasama Institut Teknologi Garut. 

 

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional; 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 

tentang Pendidikan Tinggi; 

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 

2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan 

Pengelolaan Perguruan Tinggi; 

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama 

Perguruan Tinggi; 

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi; 
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Memperhatikan  : 

 

6. Keputusan Ketua Badan Pengurus Yayasan Al 

Musaddadiyah Nomor 204/YAM/Pgr./Kep./VIII/2021 

tentang Statuta Institut Teknologi Garut; 

7. Keputusan Rektor Institut Teknologi Garut Nomor 

118/ITG/A.1/A/IX/2021 tentang Rencana Induk 

Pengembangan Institut Teknologi Garut Tahun 2021-2030; 

8. Keputusan Rektor Institut Teknologi Garut Nomor 

139/ITG/A.1/A/IX/2021 tentang Rencana Strategis Institut 

Teknologi Garut Tahun 2021-2035; 

9. Keputusan Rektor Institut Teknologi Garut Nomor 

148/ITG/A.1/A/X/2021 tentang Pedoman Akademik Institut 

Teknologi Garut. 

 

Keputusan Rapat Senat Institut Teknologi Garut tanggal 14 

Oktober 2021. 

 

 

MEMUTUSKAN 

 

Menetapkan 

Pertama  : 

 

 

 

Kedua   : 

 

 

Ketiga   : 

 

Memberlakukan tentang pedoman kerjasama Institut Teknologi 

Garut sebagaimana termaktub pada lampiran Surat Keputusan ini. 

 

Segala ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini 

dinyatakan tidak berlaku. 

 

Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan dengan 

ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam 

keputusan ini, akan diubah / diperbaiki sebagaimana mestinya. 

 

 

 

 
 Ditetapkan di :   Garut 

Pada tanggal :   15 Oktober 2021 

 

Rektor, 

 

 

 

 

 

Dr. Hilmi Aulawi, S.T., M.T. 

NIDN. 0425127801 
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Lampiran Surat Keputusan  

Rektor Institut Teknologi Garut  

Nomor: 192/ITG/A.1/A/X/2021 

 

 

 

PEDOMAN KERJASAMA 

INSTITUT TEKNOLOGI GARUT (ITG) 

 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

 

(1) Kerjasama adalah kesepakatan untuk melakukan kerjasama antara Institut 

Teknologi Garut dengan perguruan tinggi, dunia usaha atau pihak lain, baik di 

dalam maupun luar negeri. 

(2) Perjanjian kerjasama adalah naskah kesepakatan bersama antara Institut Teknologi 

Garut dengan perguruan tinggi, dunia usaha atau pihak lain, baik di dalam maupun 

luar negeri dalam bentuk Memorandum of Understanding (MoU), Memorandum of 

Agreement (MoA), Letter of Intent (LoI) atau bentuk lain yang lazim. 

(3) Dunia usaha adalah orang perseorangan dan/atau badan usaha, baik yang berbadan 

hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan dengan 

mengerahkan modal, tenaga dan pikiran untuk mencapai tujuan ekonomi, sosial, 

kemanusiaan dan keagamaan. 

(4) Pihak lain adalah orang perseorangan, perkumpulan, yayasan dan/atau institusi, 

baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang melakukan 

kegiatan dengan mengerahkan modal, tenaga dan pikiran untuk mencapai tujuan 

ekonomi, sosial, kemanusiaan dan keagamaan yang bersifat nirlaba. 

 

 

Pasal 2 

 

Kerjasama bertujuan meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas, kreativitas, 

inovasi, mutu dan relevansi pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi untuk 

meningkatkan mutu dan daya saing lulusan, hasil penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat. 

 

Pasal 3 

 

Kerjasama Institut Teknologi Garut dilaksanakan dengan prinsip: 

(1) Pengutamaan kepentingan nasional, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia; 

(2) Kesesuaian dengan visi, misi, program, tujuan dan jati diri Institut Teknologi 

Garut; 

(3) Mengacu kepada rencana strategis Institut Teknologi Garut; 

(4) Bersifat kemitraan; 
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(5) Bersifat kesetaraan; 

(6) Bersifat kebersamaan; 

(7) Saling percaya (mutual trust); 

(8) Saling menghormati (mutual respect); 

(9) Saling memberi manfaat (mutual benefit); 

(10) Kejelasan tujuan dan hasil; 

(11) Profesional; 

(12) Kelembagaan; 

(13) Akuntabel; 

(14) Berkelanjutan; dan 

(15) Berorientasi kinerja, efektif dan efisien. 

 

 

BAB II 

JENIS KERJASAMA 

 

Pasal 4 

 

(1) Jenis Kerjasama terdiri atas: 

(a) Kerja sama Akademik; dan 

(b) Kerja sama Non Akademik. 

  

(2) Jenis kerja sama Akademik, sebagaimana dimaskud pada ayat (1) huruf a, meliputi: 

(a) Kerjasama pendidikan, dengan mitra institusi/badan/lembaga dalam negeri: 

- program kembaran (twinning program); 

- pengalihan dan / atau pemerolehan angka kredit dan / atau satuan lain yang 

sejenis; 

- pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan; dan / atau 

- pertukaran dosen dan / atau mahasiswa 

(b) Kerjasama pendidikan, dengan mitra luar negeri: 

- program kembaran (twinning program); 

- program gelar bersama (joint degree); 

- program gelar ganda (double degree); 

- pengalihan dan / atau pemerolehan angka kredit dan / atau satuan lain yang 

sejenis; 

- pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan; dan / atau 

- pertukaran dosen dan / atau mahsiswa. 

(c) Kerjasama akademik lainya dengan mitra dalam dan / atau luar negeri berupa 

kerjasama : 

- Pembinaan dengan perguruan tinggi/institusi lain; 

- publikasi ilmiah; 

- penyelenggaraan pertemuan ilmiah; 

- pendidikan dan pelatiahan sumber daya manusia; 

- riset; 

- pengabdian pada masyarakat; dan / atau 

- penjaminan Mutu Internal; 

- Kerja sama lainnya yang di tetapkan oleh Rektor. 
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(3) Jenis Kerja sama Non Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: 

(a) Kerja sama Pendayagunaan asset; 

(b) Kerja sama Penyertaan modal; 

(c) Kerja sama Bisnis; 

(d) Kerja sama Penggalangan dana; 

(e) Kerja sama Jasa dan royalty penggunaan hak kekayaan intelektual; 

(f) Kerja sama Pengembangan Sumber Daya; dan / atau 

(g) Kerja sama lain yang ditetapkan oleh Rektor. 

 

 

BAB III 

PARA PIHAK DALAM KERJASAMA 

 

Bagian Pertama 

Umum 

 

Pasal 5 

 

Kerjasama dilaksanakan dengan Memorandum of Understanding (MoU), Memorandum 

of Agreement (MoA), Letter of Intent (LoI) atau bentuk lain yang lazim. 

 

 

Bagian Kedua  

Pihak INSTITUT TEKNOLOGI GARUT 

 

Pasal 6 

 

(1) Rektor berwenang melakukan kerjasama di bidang Akademik dan/atau Non 

Akademik, bertindak dan atas nama Institut Teknologi Garut. 

(2) Wakil Rektor berwenang melakukan kerjasama di bidang Akademik dan/atau Non 

Akademik, bertindak dan atas nama Rektor. 

 

Bagian Ketiga 

Mitra Kerjasama 

 

Pasal 7 

 

Mitra kerja sama dapat dibangun dengan berbagai pihak antara lain: 

(1) Akademik atau perguruan tinggi lain di dalam dan luar negeri; 

(2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 

(3) Pemerintah Asing atau institusi Asing sesuai dengan Peraturan Perundang-

undangan yang berlaku; 

(4) Koomporasi dalam negeri; 

(5) Komporasi luar negeri, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang 

berlaku; 

(6) Lembga Swadaya Masyarakat (LSM); dan/atau 
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(7) Institusi atau pihak lain yang dapat mendukung kemitraan. 

 

 

Bagian Keempat 

Penilaian Calon Mitra Kerjasama 

 

Pasal 8 

 

(1) Penilaian terhadap calon mitra kerja sama dilakukan sebelum di tandatanganinya 

naskah Memorandum of Understanding (MoU), Memorandum of Agreement 

(MoA), Letter of Intent (LoI) atau bentuk lain yang lazim; 

(2) Penilaian terhadap calon mitra meliputi: 

(a) Kejelasan status hukum calon mitra; 

(b) Rekam jejak calon mitra; 

(c) Nilai strategis calon mitra; 

(d) Dukungan manajemen yang handal dari calon mitra; 

(e) Kompatibilitas searah dengan aspirasi, tujuan dan minat pengembangan 

Institut Teknologi Garut; 

(f) Kesedihan menanggung risiko akibat hukum dari perjanjian kerja sama; 

(g) Kesediaan dan kemudahan bertukar informasi; 

(h) Ketersediaan sumber daya dari calon mitra; 

(i) Menghasilkan output / outcome Akademik dan/atau Non-Akademik; 

(j) Memberikan impact dan/atau kemaslahatan untuk masyarakat; da /atau 

(k) Nilai sinergi yang akan dihasilkan dari kerja sama dengan calon mitra. 

 

 

 

BAB IV 

PENGELOLAAN KERJASAMA 

 

Pasal 9 

 

Pengelolaan kerjasama dilakukan dengan tahapan yang terdiri dari: 

(1) Pengusulan kerjasama dilakukan oleh unit kerja pelaksana tingkat Perguruan 

Tinggi; 

(2) Negosiasi kerjasama dilakukan oleh unit kerja pelaksana tingkat Perguruan 

Tinggi; 

(3) Formalisasi atau penandatanganan kerja sama dilakukan oleh Rektor atau Wakil 

Rektor; 

(4) Pelaksanaan kerjasama dilakukan oleh unit kerja terkait. 

(5) Monitoring kerjasama dilakukan oleh Wakil Rektor, dan hasil evaluasi 

disampaikan kepada Rektor; 

(6) Evaluasi kerja sama dapat berupa masukan bagi penyempurnaan kerja sama 

selanjutnya atau meninjau ulang kerja sama apabila berpotensi merugikan Institut 

Teknologi Garut; 

(7) Prosedur pengusulan, negosiasi, formalisasi, pelaksanaan, monitoring dan 

evaluasi ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Rektor. 
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(8) Peraturan Displin Dosen ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan 

diperbaiki secukupnya apabila di kemudian hari ditemukan kesalahan  

 
 

 

BAB V 

DANA KERJASAMA 

 

Pasal 10 

 

Setiap dana kerja sama wajib menggunakan Rekening Institut Teknologi Garut. 

 

 

Pasal 11 

 

Dana kerja sama harus mencakup: 

(1) dana operasional; 

(2) dana pengembanagan institusi; dan/atau 

(3) dana jaminan risiko kerja sama. 

 

 

Pasal 12 

 

(1) Mekanisme dan pengelolaan dana kerja sama baik untuk dana operasional, dana 

pengembangan institusi, dan dana jaminan risiko kerja sama diatur lebih lanjut 

dengan keputusan Rektor; 

(2) Kebijakan untuk mengurangi atau menghapuskan dana kerja sama baik dana 

operasional, dana pengembangan institusi, dan/atau dana jaminan risiko kerja 

sama ditetapkan dengan keputusan Rektor. 

(3) Terhadap semua kerja sama, diatur lebih lanjut dengan keputusan Rektor. 

 

 

 

BAB V 

MATERI KERJASAMA 

 

Pasal 13 
 

(1) Perjanjian kerja sama sebagaiaman di maksud pada ayat (1) paling sedikit memuat 

materi: 

(a) Logo para pihak; 

(b) Nomor naskah kerja sama; 

(c) Waktu penandatanganan kerja sama; 

(d) Identitas para pihak yang membuat kerja sama; 

(e) Maksud dan tujuan kerja sama; 

(f) Ruang lingkup kerja sama; 

(g) Jangka waktu kerja sama; 

(h) Hak dan kewajiban masing-masing pihak secara timbal balik; 
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(i) Pelaksanaan kerja sama; 

(j) Biaya; 

(k) Keadaan force majeur; 

(l) Penyelesaian sengketa para pihak dalam kerja sama; 

(m) Sanksi atas pelanggaran kerja sama. 

(2) Dalam hal salah satu pihak dalam perjanjian kerja sama adalah pihak 

asing,perjanjian kerja sama harus dibuat dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, 

bahasa asal pihak asing. 

(3) Formalisasi perjanjian kerja sama dilaksanakan dengan menggunakan format 

naskah perjanjian kerja sama yang disepakati oleh kedua belah pihak dengan 

memprioritaskan format naskah kerja sama dari Institut Teknologi Garut. 
 

 

 

BAB VI 

PENUTUP 

 

Pasal 14 

 

Pedoman kerjasama ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan diperbaiki 

secukupnya apabila di kemudian hari ditemukan kesalahan. 

 

 

 
 

 Ditetapkan di :   Garut 

Pada tanggal :   15 Oktober 2021 

 

Rektor, 

 

 

 

 

 

Dr. Hilmi Aulawi, M.T. 

NIDN. 0425127801 
 


